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Polemik tentang pemilihan kepala daerah langsung muncul kembali.  

Jika pada pembahasaan naskah akademik UU No 32 Tahun 2004, polemik terkait 
pertanyaan apakah pilkada langsung dapat meredam politik uang selama 2001-2004, kini 
debat terarah pada mahal dan rendahnya kualitas pilkada. Maka, Ketua Umum PB NU 
KH Hasyim Muzadi mengusulkan agar pilkada dihapus (Kompas, 26/1/2008).  

Demokrasi itu lokal  

Pemilihan kepala daerah langsung adalah instrumen untuk meningkatkan participatory 
democracy dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, sebenarnya demokrasi 
bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi.  

Meski demikian, di negara-negara lain, keberhasilan pilkada langsung tidak berdiri 
sendiri. Ia ditentukan kematangan partai dan aktor politik, budaya politik di masyarakat, 
dan kesiapan dukungan administrasi penyelenggaraan pilkada. Kondisi politik lokal yang 
amat heterogen, kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat yang rendah, jeleknya 
sistem pencatatan kependudukan, dan penyelenggaraan pemilihan (electoral governance) 
sering menyebabkan kegagalan tujuan pilkada langsung.  

Manor dan Crook (1998) menyebutkan, dalam banyak hal pemilihan langsung kepala 
daerah dan pemisahan antara mayor (kepala daerah) dan counceilor (anggota DPRD) di 
negara berkembang menyebabkan praktik pemerintahan kian buruk. Faktor utamanya 
adalah karakter elite lokal yang kooptatif dan selalu menutup kesempatan pihak lain 
untuk berkompetisi dalam politik, pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat yang 
rendah, dan tidak adanya pengawasan DPRD terhadap kepala daerah.  

Faktor-faktor itu terefleksi di Indonesia. Kooptasi kekuasaan dilakukan incumbent 
dengan memanfaatkan akses birokrasi. Akibatnya tidak jarang data kependudukan 
dimanipulasi, proses penyelenggaraan pilkada tidak obyektif dan tidak independen.  

Sebagian besar problem dan gugatan pilkada di Indonesia bermula dari data 
kependudukan yang tidak valid. Demikian pula, rendahnya pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat terhadap esensi pilkada menyebabkan praktik politik uang dalam pilkada. 
Khusus untuk Indonesia, problem pilkada diperberat kualitas partai politik dan aktor 
politik yang tidak memadai. Kasus Pilkada Malut dan Sulsel menunjukkan betapa 
sulitnya menghasilkan pilkada berkualitas dan diterima semua pihak.  

Demokrasi ”versus” efisiensi  



Tuntutan untuk menghapus pilkada langsung bukan tanpa alasan. Di negara-negara 
demokrasi modern yang memiliki tradisi pemilihan langsung, penyelenggaraan pemilu 
dilakukan secara terintegrasi dengan sistem birokrasi lokal. Lebih konkret, pilkada 
langsung di negara-negara itu dilakukan Biro Statistik Lokal atau Dinas Kependudukan 
Lokal yang memiliki perangkat dan sistem kependudukan memadai.  

Dengan cara itu, ada dua manfaat efisiensi. Pertama, penyelenggara pemilu tidak dibayar 
hanya untuk menyelenggarakan pemilu. Hal ini kontradiktif terjadi di Indonesia, bahwa 
biaya KPUD menjadi amat mahal untuk menyelenggarakan semua tahapan, mulai dari 
pendaftaran pemilih hingga penetapan pemenang.  

Kedua, pilkada adalah pesta demokrasi biasa yang menjadi hal biasa pula sehingga tidak 
dibutuhkan persiapan dan biaya khusus untuk penyelenggaraan. Mahalnya pilkada di 
Indonesia karena merupakan pesta akbar dan harus dibiayai secara khusus, mulai dari 
pendaftaran ulang yang sering tidak valid, pengadaan barang dan jasa untuk pencoblosan 
yang berulang tiap pemilihan, sampai kampanye jorjoran yang dilakukan parpol dan 
calon. Dengan kata lain, pilkada adalah ”proyek besar”, harus dibiayai anggaran besar 
pula. Akibatnya, inefisiensi terjadi dalam paradigma proyek pilkada.  

Logika berpikir proyek dalam pilkada ini tidak saja merasuki pemikiran penyelenggara 
pilkada, tetapi juga partai politik, aktor politik, calon kepala daerah, birokrasi di pusat 
dan daerah, serta masyarakat pemilih. Proyek ini berlanjut sampai esensi dan tujuan 
kemenangan pilkada. Tidak heran jika partai politik dan aktor politik rela mengeluarkan 
miliaran rupiah untuk dapat mengikuti kompetisi pilkada.  

Uang ini digunakan mulai dari menentukan parpol pengusung, kampanye besar-besaran 
untuk mendongkrak popularitas calon, sampai upaya memengaruhi pilihan masyarakat. 
Tentu saja tidak ada yang gratis dalam pesta akbar pilkada. Biaya yang dikeluarkan ini 
harus diganti oleh uang rakyat dalam APBD melalui arisan proyek bagi investor politik 
yang ikut membiayai pilkada. Jadi, apa yang dikhawatirkan banyak pihak tentang mahal 
pilkada mendekati kebenaran. Pilkada bukan hanya mahal dari sisi biaya 
penyelenggaraan yang harus ditanggung APBD, tetapi juga mahal dari ongkos yang harus 
dibayar masyarakat dalam arisan proyek bagi investor politik. Cukup valid untuk 
mengatakan pilkada langsung memboroskan uang negara dan belum memberi hasil 
optimal.  

Meski demikian, saya kurang sependapat jika pilkada langsung dihapus. Perubahan 
kebijakan yang radikal dapat menimbulkan situasi chaos. Yang harus dilakukan, 
mengubah cara pandang pilkada sebagai pesta biasa.  

Untuk jangka panjang, birokrasi yang netral dan profesional dapat menjadi pilihan 
penyelenggara pilkada untuk menjadikan pilkada sebagai hal biasa dalam kehidupan 
parpol, aktor politik, dan masyarakat pemilih.  
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